
KEPUTUSAN MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 402 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 

KEMENTERIAN AGAMA MELALUI JALUR PENDIDIKAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas pegawai negeri

sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan
pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil melalui
jalur pendidikan;

b. bahwa pengembangan kompetensi sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menyesuaikan dengan
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil
Melalui J alur Pendidikan;

c. bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 175 Tahun

2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar
bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian
Agama tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan
kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai negeri

sipil, sehingga perlu dicabut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang
Pedoman Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai

Negeri Sipil Kementerian Agama Melalui Jalur

Pendidikan;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
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KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 19 f..."'Jril 2.022 

MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

YAQUT CHOLIL QOUMAS

ttd
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3. Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dapat

dilakukan secara jarak jauh, kelas malam, dan/ a tau hari sabtu­

minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan

Program Studi yang diterbitkan oleh kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan,

kebudayaan, riset, dan teknologi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

4. Perguruan Tinggi luar negeri merupakan Perguruan Tinggi luar

negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

5. Program Studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di

Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan:

a. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar instansi;

b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau

profesi;

c. memiliki akreditasi paling rendah:

1) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi

Program Studi Perguruan Tinggi dalam negeri; atau

2) diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset,

dan teknologi bagi Program Studi Perguruan Tinggi luar

negeri.

D. Pengusulan dan Penetapan Tugas Belajar

1. Pengusulan Tugas belajar dilakukan dengan melampirkan

dokumen persyaratan:

a. fotokopi sah keputusan pengangkatan sebagai PNS;

b. fotokopi sah keputusan kenaikan pangkat terakhir;

c. surat perjanjian Tugas Belajar;

d. fotokopi penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;

e. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan

f. rekomendasi/pengantar dari unit kerja.

2. PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi Tugas Belajar

diberikan penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar dan

ditetapkan oleh PPK sebagai PNS Tugas Belajar dengan ketentuan:

a. penetapan Tugas Belajar untuk program Sarjana

1) PNS pada Kementerian Agama pusat ditetapkan dengan

keputusan Kepala Biro Kepegawaian;

2) PNS pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi

ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Agama yang bersangkutan;
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c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan

atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan

jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;

d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat

pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah

ditentukan tanpa alasan yang sah;

e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan 

pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar; dan/atau 

f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.

3. Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, hasil 

pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, PNS yang 

bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar. 

N. Penghentian Tugas Belajar

1. Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian

Tugas Belajar bagi PNS di unit kerjanya kepada PPK, dengan

disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.

2. Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:

a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan

kahar;

b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim

penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan

menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang

ditentukan;

c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar

berdasarkan hasil evaluasi Perguruan Tinggi penyelenggara

Tugas Belajar;

d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas

Belajar dan telah diberi peringatan tertulis oleh unitnya;

e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/ atau

f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.

BAB III 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

1. PPK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas

Belajar.

2. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan

kebijakan pengembangan kompetensi.



- 14 -

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

1. PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum
ditetapkannya Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika
terdapat kewajiban atas Tugas Belajar yang belum dilaksanakan,
pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS
yang bersangkutan.

2. PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan
rencana kebutuhan Tugas Belajar instansi dan belum dilakukan
penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan
keten tuan peraturan perundang-undangan.

BAB V 
PENUTUP 

Demikian Pedoman ini disusun untuk dapat menjadi panduan bagi satuan 
organisasi/kerja dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi 
pegawai negeri sipil melalui jalur pendidikan. 

MENTER! A GAMA REPUBLIK INDONESIA, 

YAQUT CHOLIL QOUMAS

ttd




